SALINAN

BUPATI KEDIRI
PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG

f

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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TAHUN ANGGARAN 2013 *

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

pahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 15 Tahun 2012 tentarig Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan

Bupati Kediri tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013;

1. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik

2.

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Caerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negarc Republik Indonesio Tahun 1945
Nomor 17, Tombahon Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 19298
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negoro; Republik Indonesia

Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);



Q’)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851); o

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembardn Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor ] Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2004 tentang Sistem
Serencandan  Fermbangunan  iNasional (Lermbaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana felah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negard Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);



. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Maijelis

Permusyawaratan Rakyai, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negdré Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Profokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonevsia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kali diubah ferckhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Z:
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4502)
sebagaimana divbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negard Republik Indonesia

Nomor 4575);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ientcngﬁg'{s{é:‘ﬁ’

20.

22.

23

24.

25.

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerih;c;h Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5155);

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negora Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 fentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomer 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertonggung]chbon Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemeriniah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 51695);
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Noor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

)

Felaksanoon  4a

(

]

aaran  Pendapciay den Beloniz Negara

(

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212)
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  sebagaimana  telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Banfuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalars Negeri Nemor 37 Tahun 202 tentang
DeCOMICn STy UsuinGit  Anggardn rendapatun  dan  BEidn)d

Daerah Tahun 2013;



34, Peraturan Daeiai naoupaien Kedin Nomor 21 Tahun 2004

30.

36.

37.

38.

3%.

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 16 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerdh Kabupaten Kediri Nomor 13 Seri E)
sebagaimana telah beberapa kdli diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 32);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2010
tenfang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 90);

peraturan Daerch Kabupaten Kediri Nomor | Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kedir Tahun 2011
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor
864) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kedii Nomor 12 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daeran Kobupoten Kediri Nomor 112);
Peraturan Daerah Kobupoten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten
Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor ?5);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 115);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akia Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 93);
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4C. Peraturan Daerah Kabupaten Kedin Nomof 14 TG!;\QH 2011
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lémboron
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor Q6);

41. Peraturan Daerah Kobupdfen Kediri Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97);

472 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi  Pelayanan  Pasar (Lembaran  Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 98);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi  Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 99);

44 Peraturan Daerah Kabupaten Kedir Nomor 20 Tahun 2011
tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 100);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Kedii Nomor 2! Tahun 2011
teatang Retiizust izin Tray ek Lonparan Daeran Kabupaten Kedir
Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 101);

46. Peraluran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2011
tentang Retribusi Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 102);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kedii Nomor 23 Tahun 2011
tentang Retribusi  Pengujian Kendaran Bermotor (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 103);

48. Perafuran Daerah Kabupaten Kedii Nomor 24 Tahun 2011
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 104);



“Menetapkan

49 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011

50.

52,

53,

54.

tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 105);

Peraturan Daerah Kobubéﬁen Kediri Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersinan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 108);

 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kedii Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kédiri Nomor 109);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Refribusi  lzin  Mendirkan  Bangunan (Lembaran Daerah
Kobupoten Kediri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 110);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retricusi 1zin Ganggaan Lembaan Daeraly Kabupaten K e=diri
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 111);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15
Tahun 2012).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Fasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, terdiri atas .

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 126.027.415.452,00
b. Dana Perimbangan Rp. 1.190.621 .878.990,57

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah

Rp. 286.312.718.601,40

Jumlah Pendapatan Rp. 1.602.962.013.043,97



2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai Rp. 965.159.951.660,81
2). Belanja Bunga Rp. 475.000.000,00
3). Belanja Subsidi Rp. 0,00
4). Belanja Hibah Rp. 19.359.855.000,00
5). Belanja Bantuan Sosial  Rp. 22.124.230.000,00
6). Belanja Bagi Hasil Rp. 6.283.501.450,00

7). Belanja Bantuan
Keuangan Rp 72.697.746.000,00
8). Belanja Tidak Terduga Rp. 3.800.000.000,00

Rp. 1.089.900.284.110.81

b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai Rp. 58.448.382.847,00
2). Belanja Barang dan
Jasa Rp. 172.824.019.356,76
3). Belanja Modal Rp. 378.596.600.856.00
Rp: 609.869.003.059.76
Jumlah Belanja Rp.1 699.769.287.170,57
( Defisit ) Rp (96.807.274.126,60)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 156.026.730.553,67
b. Pengeluaran Rp. 59.219.456.427.07
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 96.807.274.126,60
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimand dimaksud dalam Pasal 1 tercantum

dalam Lampiran | Peraturan Bupatiini.



Pasal 3

Penjabaran APBD sebogoimono dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam

Lampiran Il Peraturan Bupati ini.
Pasal 4

Penjabaran belanja hibah sesuai dengan nama dan alamat penerima hibah serta

besaran hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran lll Peraturan Bupd’ri ini, terdiri dari :

(1) Hibah berupa vang dianggarkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
{SKPKDJ;

(2) Hibah berupa barang/jasa dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD);

- . Pasal 5

Penjabaran belanja bantuan sosial sesuai dengan namd dan alamat penerima

bantuan sosial serta besaran bantuan sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV

Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

(1) Bantuan sosial berupa vang dianggarkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD);

(2) Bantuan sosial berupa barang/jasa dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD);
~ Pasal &

Rincian Penerima Banfuan Keuangan untuk Pemerintahan Desa dirinci lebih lanjut

pada Lampiran vV Peraturan Bupati ini.

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.
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Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan  di Kediri
pada tanggal 27 - 12 - 2012
et BUPATI KEDIRI,
TTD.
HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di  Kediri
pada tanggal 27 - 12 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KARUPATEN KEDIR!
1TD. Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
SUPOYO Ub
'~ BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM
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